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sehingga bisa lebih memberikan kepastian hukum dalam pembuktian kasus 

kartel. 

DAFTAR PUSTAKA 

 

A. Buku 

A M. Tri Anggraini. Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat: Perse Illegal atau Rule of Reason. (Jakarta: Program 

Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003). 

Clarke,Philip dan Stephen Corones. Competition Law and Policy:Cases 

and Materials. (Oxford: University Press, 2000). 

Fuady,Munir. Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata. Bandung: PT 

Citra Aditya Bakti, 2012). 

Fakultas Hukum. Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas 

Tarumanagara. (Jakarta: Peraturan Nomor 24A-D/FH-

UNTAR/III/2017). 

Garnier A. Bryan (ed). Black’s Law Dictionary. Cetakan ke-8. (St. Paul 

Minnesota: West Publishing Co, 2004). 

Hermansyah, SH.,M.Hum. Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di 

Indonesia. Cetakan ke-2. (Jakarta: Kencana, 2009). 



 

104 
 

Kumalasari,Devi M.S. Hukum Persaingan Usaha “Studi Konsep 

Pembuktian Terhadap Perjanjian Penetapan Harga dalam 

Persaingan Usaha. (Malang: Setara Press, 2013). 

Kaysen,Carl dan Donald F. Turner. Antitrust Policy: an Economic and 

Legal Analysis. (Cambridge: Harvard University Press,1971). 

Lubis, F. Andi. et al. Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks. 

(Jakarta: Oktober, 2009). 

Marzuki,M. Peter. Penelitian Hukum. (Jakarta : Prenadamedia 

Group,2019). 

Martin,Stephen. Industrial Economics, Economic Analysis and Public 

Policy, Cetakan ke-2. (Oxford: Blackwell Publisher, 1994.). 

Nadapdap,Binoto. Hukum Persaingan Usaha Bukti Tidak Langsung 

(Indirect Evidence) Versus Tembok Kartel. Cetakan Pertama. 

(Jakarta: Jala Permata Aksara,2019). 

Nugroho,A. Susanti. Hukum persaingan usaha di Indonesia dalam teori & 

praktik serta penerapan hukumnya. (Jakarta: Kencana 

Prenadamedia Group,2012). 

Rato,Dominikus. Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami 

Hukum. (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010).  



 

105 
 

Suhasril dan Muhammad Taufik Makrao. Hukum Larangan Praktik 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia. 

(Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010). 

Sokanto,Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: Universitas 

Indonesia, 1981). 

Soemitro,H. Ronny. Metodologi Penelitian Hukum. (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 1983). 

Soekanto,Soerjono. Metode Penelitian Hukum. Cetakan ke-3. (Jakarta : 

Universitas Indonesia Press, 1984). 

Soerjono,Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Cetakan ke-3. (Jakarta : 

Universitas Indonesia, 1986). 

Soekanto,Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: Penerbit 

Universitas Indonesia, 2007). 

Sjahrir. Meramal Ekonomi Indonesia di Tengah Ketidakpastian. (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 1995). 

Sulaiman,Robintan. Persaingan Curang Dalam Perdagangan Global 

(Tinjauan Yuridis). (Jakarta: Pusat studi Hukum Bisnis Fakultas 

Hukum Universitas Pelita Harapan, 2000). 

Sirait,N. Ningrum. Asosiasi dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. (Medan: 

Pustaka Bangsa Press, 2003). 



 

106 
 

Sirait,N. Ningrum. et al. Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha. (Jakarta: 

The Indonesia Netherlands Legal Reform Program (NLRP), 2010). 

Wibowo,Destivanodan dan Harjon Sinaga. Hukum Acara Persaingan 

Usaha. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2005). 

 

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  

Kitab Undang-undang Hukum Perdata  

Herzien Inlandsch Reglement 

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat. 

KPPU, Peraturan KPPU Nomor 1 Tathun 2010 Tentang Tata Cara 

Penanganan Perkara. 

KPPU, Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara 

Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat. 

KPPU, Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 

 

C. ARTIKEL /JURNAL /INTERNET 



 

107 
 

Anonim. http:// legalserviceindia.com / article / 1136 Circumstantial 

Evidence.html,(“Circumstantial Evidence : Realm of Reality”). 

Anonim. https://ngobrolinhukum.wordpress.com/ memahami-kepastian-

dalamhukum/Diakses pada tanggal 25 November 2020. 

Business News, “KPPU Tanyakan Kenaikan Tarif Taksi, Indikasikan Ada 

Kartel Dalam ORGANDA,” (22 Januari 2001). 

Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan GTZ. Undang-Undang 

Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, 

2000. 

KPPU. Kuatkan Putusan KPPU MA Tolak PK 12 Perusahaan Dalam 

Perkara Kartel Sapi Impor. (Siaran Pers KPPU, Nomor:43/KPPU-

PR/VII/2020). 

KPPU. Sulitnya Membuktikan Praktik Kartel, 

http://www.kppu.go.id/id/blog/2010/07/sulitnya-membuktikan-

praktik-kartel/, 4 Oktober 2017. 

KPPU. http://www.kppu.go.id/id/sulitnya-membuktikan-praktik-kartel/. 

(“Sulitnya Membuktikan Praktik Kartel”). 

Indonesia. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 

Indonesia Nomor II/MPR/1998 Tentang Garis-garis Besar Haluan 

Negara, Bagian Kebijaksanaan Pembangunan Lima Tahun 

Ketujuh, Bidang Ekonomi Perihal Perdagangan. 

https://ngobrolinhukum.wordpress.com/


 

108 
 

Jimly Asshiddiqi. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca 

Reformasi. (Konpress 2006), hal.22. 

Maarif,Syamsul dan B.C. Ririk R. “Posisi Hukum Persaingan Usaha Dalam 

Sistem Hukum Nasional” Maret Tahun 2004. 

OECD. Prosecuting Cartels Without Direct Evidence Of Agreement, Policy 

Brief edisi Juni 2007. 

OECD. “Policy Brief Prosecuting Cartels Without Direct Evidence of 

Agreement, http://www.oecd.org/ competition/cartels, 20 

September 2020. 

Partnership for Business Competition. “Persaingan Usaha: Potret 

Beberapa Pasar di Indonesia.” (Laporan penelitian disampaikan 

pada seminar sehari Partnership for Business Competition, Jakarta, 

Juli, 2000). 

Robert J. Thornton. Retrospectives How Joan Robinson and B. L. Hallward 

Named Monopsony. ( Journal of Economic Perspectives Vol. 18, 

Number 2- Spring 2004). 

Silalahi, “Indirect evidence dalam hukum persaingan usaha”. Jurnal Hukum 

Bisnis, 32(5) Tahun 2013. 

 

 

 



 

109 
 

D. KAMUS 

Christine S.T Kansil et al.Kamus Istilah Hukum, (Jakarta: Jala Permata 

Aksara, 2009). 

Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

(Jakarta:Balai Pustaka, 2005). 

Soesilo,R. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan 

Penjelasannya. (Bogor : Politeia, 1997). 


